
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NoMoR 3 /Pw.O 1 -Kpt / 321 8/KPU-Kab / | I 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

PEI.IYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALI,AN INTERN PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2O2L

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor L7 Tahun 2OL2 tentang

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di

Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Seketariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangarndaran

tentang Pembentukan Satuan T\rgas Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun

202t;

Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2OO3

tentang Keuangan Negara (Irmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tarrbahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor a286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 2OO4

tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik

m

Indonesia
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Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2Ol2

tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi

Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol2 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5363);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2Ol4

tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 549a1;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun

2OO4 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO4 Nomor 142, Tarrbahan Iembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aa50);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun

2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a890);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

?OLO tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OLO Nomor 74,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

5135);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2OL2

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Seketariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

20L2 .

-2-

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran



-3-

2OL2 Nomor 1153);

10. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2Ol7 tentang

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7

Nomor 1338);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2OL9 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 320) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2O2O tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

8 Tahun 2Ol9 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2O Nomor 2OL);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2O2O tentang T\rgas, F\rngsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 12361;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :

443/Kpts/KPU/Tahun 2OL4 tentang Pedoman Teknis

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan: Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor :

1406/PW.O1-SD/08|S,J lXl2OLT Perihal : Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian

dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KlP Aceh

dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tanggal 20 Oktober 2OL7;

MEMUTUSKAN
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

PANGANDARAN
Hukum,

-4-

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PANGANDARAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

PEI{YELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARI,AT KOMIST

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN

202L.

Membentuk Satuan T\rgas Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2O2l

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang

mempakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Masa kerja Satuan T\rgas sebagaimana dimaksud dalam

Dikhrm KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan

sampai dengan 31 Desember 2021.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Satuan

T\rgas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Bagian Anggaran

076 Tahun Anggaran 2021.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 4 Januari 2O2l

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN
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